SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG
PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH:
JENNI HANA KHOLIFAH

50 2021 284

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025



ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG
PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

JENNI HANA KHOLIFAH
502021284

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I Pembimbing 11

X ‘o=

Drs. Edy Kastro, M.Hum Ledy Wila Yustini, S.H.. M.H
NBM/NIDN: 861859/0209116202 NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum

i, SH.. M.Hum

MASEDN: 1100662/0209066801




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME
CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PERDATA
NAMA : JENNI HANA KHOLIFAH
NIM : 502021284
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,
1. Drs. Edy Kastro, M.Hum (473/)
2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H (44\u -’) )

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
2. Heni Marlina, S.H, M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

1. Abdil Hamid Usman, S.H.. M.Hum
s WA /NIDM : 725300/0210116301

e



PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Strata 1

NAMA : JENNI HANA KHOLIFAH

NIM : 502021284

PRODI : HUKUM

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN

UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Edy Kastro, M.Hum Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 861859/0209116202 NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum




PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JENNI HANA KHOLIFAH

NIM 1502021284

Email : Jennyhana60@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Cicilan

Utang Pada Layanan Pinjaman Online Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang
maupun di institusi Pendidikan lainnya;

Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan,
rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa
bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber
penelitian;

. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah

diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan

Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah
dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti
ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena
karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025

R e ok o o S P

“JENNI HANA KHOLIFAH



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

[ A NV
e ol T
R [

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

- QS Al-Bagarah ayat 286-

“Tidak ada yang sia-sia, semua perjalanan ini punya artimya.”

- Nadin Amizah -

Kupersembahkan Skripsi Ini:

*
*

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda
tercinta

+» Untuk keluargaku tercinta

+ Untuk Sahabat dan teman-teman
seperjuangan

s Untuk Almamaterku

vi



BIODATA

Data Pribadi

Nama : Jenni Hana Kholifah

Nim 502021284

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 2003

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat :JI. D.1 Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Tel. 0831389846

Email : jennyhana60@gmail.com

No. Hp 0831389846

Nama Ayah : Mulyono

Pekerjaan Ayah : PNS (Pensiun)

Alamat :JI. D.1 Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Hp 0821790166

Nama Ibu : Ruaida

Pekerjaan Ibu IRT

Alamat :JI. D.1 Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Hp 0813921641

Wali -

Riwayat pendidikan

Tk : TK Bina Vita

SD : SD Negeri 104 Palembang

SMP : SMP Negeri 30 Palembang

SMA : SMA Patra Mandiri 01 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

Vi


mailto:jennyhana60@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG
PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

JENNI HANA KHOLIFAH

Keberadaan layanan pinjaman online sebagai bagian dari industri teknologi
keuangan telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh
dana secara cepat dan praktis. Namun, perkembangan ini juga membawa
permasalahan hukum, terutama terkait mekanisme cicilan utang yang diterapkan
oleh penyelenggara pinjaman online. Beberapa masalah utama yang muncul
meliputi suku bunga yang tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, serta
metode penagihan yang agresif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah: (1) Apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman online telah
sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian dalam
KUHPerdata? dan (2) Bagaimana bentuk tuntutan ganti rugi terhadap
penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan
KUHPerdata?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi
yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum
perjanjian pinjaman online harus memenuhi ketentuan dalam KUHPerdata, praktik
di lapangan masih banyak penyimpangan yang merugikan debitur. Beberapa
temuan penting dalam penelitian ini meliputi pembuatan perjanjian yang tidak
transparan, bunga dan denda yang tidak wajar, serta tindakan penagihan yang
melanggar hak privasi debitur. Selain itu, debitur yang dirugikan memiliki hak
untuk menuntut ganti rugi melalui jalur wanprestasi maupun perbuatan melawan
hukum (PMH).Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengawasan yang lebih
ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulasi yang lebih jelas untuk
memastikan bahwa layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan tidak merugikan masyarakat sebagai debitur.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Cicilan Utang, KUHPerdata, Wanprestasi,
Perlindungan hukum, Perbuatan Melawan Hukum
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DEBT INSTALLMENT MECHANISM
IN ONLINE LOAN SERVICES
ACCORDING TO THE CIVIL CODE

JENNI HANA KHOLIFAH

The existence of online loan services as part of the financial technology industry
has provided easy access for the public to obtain funds quickly and practically.
However, this development has also brought legal problems, especially related to
the debt installment mechanism applied by online loan providers. Some of the main
problems that arise include high interest rates, non-transparent additional costs,
and aggressive collection methods. The problems examined in this study are: (1) Is
the debt installment mechanism in online loan services in accordance with the legal
regulations and principles of agreements in the Civil Code? and (2) What is the
form of compensation claims against online loan service providers that do not
comply with the provisions of the Civil Code? The research method used in this
study is the normative legal method with a statutory approach and jurisprudence
studies. The results of the study show that although legally online loan agreements
must comply with the provisions of the Civil Code, in practice there are still many
deviations that are detrimental to debtors. Several important findings in this study
include the creation of non-transparent agreements, unreasonable interest and
fines, and collection actions that violate the debtor's privacy rights. In addition,
debtors who are harmed have the right to claim compensation through default or
unlawful acts (PMH). Based on the research results, stricter supervision from the
Financial Services Authority (OJK) and clearer regulations are needed to ensure
that online lending services run in accordance with applicable laws and do not
harm the community as debtors.

Keywords: Online loans, debt installments, Civil Code, default, legal protection
Unlawful Acts
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peran hukum dalam melindungi hak dan kewajiban individu yang
melakukan transaksi digital salah satunya berkaitan dengan pinjaman online.
Sebagai hasil dari kemajuan teknologi keuangan, pinjaman online memudahkan
akses pembiayaan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, hal ini bisa menyebabkan
ketidakadilan seperti bunga tinggi atau penyalahgunaan data. Hukum berfungsi
untuk memastikan keadilan dalam hubungan antara peminjam dan penyedia,
serta menyelesaikan sengketa.

“Seiring berjalannya waktu di era globalisasi ini, segala aktivitas
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi, termasuk dalam sektor
keuangan yang kini mulai beralih menjadi lembaga keuangan berbasis

291 <

teknologi,”* “sehingga di era teknologi saat ini, mempermudah berbagai aspek
kehidupan, termasuk akses permodalan, di mana sebelumnya masyarakat
Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman, Kini dapat mengaksesnya dengan
lebih mudah melalui platform pinjaman online (pinjol).””?

“Dengan pesatnya perkembangan pinjaman online, muncul juga banyak

pinjaman ilegal. Perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal terletak pada fakta

bahwa pinjaman legal biasanya memiliki sertifikat dan diawasi oleh Otoritas

L Erna Priliasari and DKk, “Majalah Hukum Nasional VVolume 49 Nomor 2 Tahun 2019”
49 (2019): 187.

2 Tantri Dewayani, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah,”
Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia,  accessed  October 7, 2024,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-
Online-Anugerah-atau-Musibah.html.


http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-

Jasa Keuangan (OJK).”® Kehadiran platform pinjaman online ini memberikan
“kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat, tanpa
perlu bersusah payah mengunjungi bank atau lembaga penyedia kredit
konvensional lainnya untuk mendapatkan pinjaman. Cukup dengan
menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji.”*

Meski menawarkan kemudahan, pinjaman online juga tidak terlepas dari
permasalahan hukum. Salah satunya adalah mekanisme cicilan utang yang
diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online, yang sering kali mengenakan
suku bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak transparan, yang berpotensi
merugikan peminjam.

Hal ini menyebabkan banyak debitur merasa terbebani dengan cicilan
utang yang harus mereka bayar, bahkan beberapa di antaranya mengalami
kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dalam banyak kasus, debitur yang gagal membayar tepat waktu
dapat dikenakan denda yang tinggi dan menghadapi risiko pencatatan buruk
pada sistem kredit, serta ancaman penagihan yang sering kali dilakukan dengan
cara yang agresif.

Perjanjian dalam transaksi pinjaman online harus memenuhi syarat sah
menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu

kesepakatan yang dibuat antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

3 Oktha Wardi Purba et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman,”
Jurnal llmu Hukum Sui Generis 3, no. 21 (2023): 180-93.

4 Nuraliah Ali and Elin Sudiarti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman
Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online,” Palangka Law Review 03, no. 01 (2023): 14—
31, https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948.



dengan dasar itikad baik, kecakapan, dan objek yang jelas. Dalam hal ini,
perjanjian pinjaman online harus memastikan transparansi mengenai bunga,
biaya tambahan, serta ketentuan pembayaran, agar tidak terjadi penipuan atau
kesalahpahaman yang merugikan pihak debitur. Kejelasan ini penting untuk
menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah terjadinya
praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan masyarakat, terutama terkait
dengan risiko wanprestasi akibat ketidakjelasan dalam perjanjian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK No. 77/2016) untuk mengatur
transaksi keuangan berbasis teknologi, termasuk pinjaman online. Meskipun ada
regulasi tersebut, banyak perusahaan yang masih tidak mematuhi ketentuan yang
ada.

“Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa generasi
muda, khususnya generasi Y dan Z, semakin tertarik menggunakan layanan
pinjaman online (pinjol). Sebagian besar penerima pinjaman online di Indonesia

adalah anak muda.””®

Pada Desember 2023, tercatat 18,07 juta orang yang menjadi peminjam
aktif di platform pinjaman online. Laporan OJK menunjukkan bahwa tingkat
keberhasilan pembayaran cukup tinggi, yaitu mencapai 97,07%. Namun,
tingkat wanprestasi yang mencapai 2,93% juga perlu diperhatikan, yang
berarti sekitar 3 dari 100 peminjam tidak dapat membayar utang mereka tepat
waktu.®

5> “Penerima Pinjaman Online Banyak Anak Muda?,” Diskominfotik provinsi lampung,
2023, https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online-banyak-
anak-muda.

® Genda Haska Dakopa, “Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di
Pinjol,” radio republik indonesia, 2024, https://www:.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ojk-
lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol.
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Ketidakmampuan membayar cicilan pada pinjaman online menimbulkan
berbagai masalah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
mengatur utang-piutang secara rinci, termasuk perjanjian pinjam-meminjam
(Pasal 1754), kewajiban debitur (Pasal 1234), somasi (Pasal 1238), dan akibat
hukum wanprestasi (Pasal 1243). Namun, seringkali mekanisme cicilan dalam
pinjaman online tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti suku
bunga yang tidak wajar atau jangka waktu cicilan yang memberatkan debitur.

Seperti contoh kasus yang telah terjadi pada korban layanan pinjaman
online ilegal yang Bernama WS, ibu rumah tangga berusia 42 tahun, terjerat
pinjaman online ilegal karena tergiur kemudahan syarat dan pencairan cepat. la
meminjam Rp1,5 juta untuk membayar arisan yang tertunggak, dengan bunga
4% per hari atau 120% per bulan. Untuk melunasi utang yang membengkak, WS
terpaksa menjual perhiasan emas agar terhindar dari ancaman yang kerap
dilakukan pinjol ilegal.’

Jika melihat kondisi di lapangan, banyak nasabah yang kesulitan
mengembalikan dana yang dipinjam secara online. Hal ini semakin diperburuk
dengan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi, di mana debitur
terjerat dalam utang yang semakin menumpuk. Salah satu faktor utama yang
menyebabkan kesulitan dalam pembayaran adalah tingginya bunga yang
dikenakan pada cicilan pinjaman online tersebut.

Akibatnya, beban finansial yang harus ditanggung oleh debitur semakin
berat, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kewajiban cicilan tepat waktu.

Dalam situasi ini, perusahaan penyedia pinjaman online juga tidak luput dari

kerugian, karena banyaknya debitur yang gagal membayar dan tidak dapat

7 «“Cerita Korban Pinjol Ilegal: Harus Bayar Utang Pokok Rp 1,6 Juta Dan Dikenai
Bunga Rp 2,4 Juta per Bulan,” Tempo.co, 2023, https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-korban-
pinjol-ilegal-harus-bayar-utang-pokok-rp-1-6-juta-dan-dikenai-bunga-rp-2-4-juta-per-bulan-
145570.
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menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan, yang berdampak pada
kerugian finansial serta reputasi perusahaan.

“Pemerintah, khususnya OJK, perlu melindungi konsumen layanan
pinjaman online yang meresahkan, Masyarakat hanya diberikan kemudahan
dalam mengakses pinjaman dan mendapatkan dana cepat tanpa memahami
risiko yang mungkin dihadapi.”® Pelanggaran yang terjadi dalam layanan
pinjaman online meliputi wanprestasi dari konsumen karena ketidakmampuan
membayar cicilan utang yang mengakibatkan penagihan secara paksa, itikad
buruk dari pihak sales atau pihak ketiga, karena informasi tentang bunga, biaya
tambahan, dan sanksi keterlambatan sering tidak jelas, yang berisiko merugikan
debitur. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mekanisme cicilan utang
yang sesuai prinsip hukum dalam KUHPerdata.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk
meneliti mengenai “ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME
CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”’

. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat
dirumuskan inti dari permasalahan ini sebagai berikut:
1. Apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman online telah sesuai

dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian KUHPerdata?

8 Mabsuti and Robby Nurtresna, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman
Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and
Sacial-Political Governance 2, no. 1 (2022): 235-43, https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90.



2. Bagaimana bentuk tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara layanan
pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata?
. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis hukum terhadap

mekanisme cicilan utang pada layanan pinjaman online berdasarkan ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang
berkaitan dengan perjanjian utang-piutang, asas kebebasan berkontrak, dan
perlindungan hukum bagi para pihak.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman
online telah sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian
KUHPerdata.

2. Untuk mengetahui bentuk tuntutan Ganti rugi terhadap penyelenggara
layanan pinjaman online yang bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan
ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan cicilan utang pada
layanan pinjaman online menurut KUH Perdata.

2. Manfaat praktis: Penelitian ini memberikan pendoman bagi pelaku usaha

dalam memahami mekanisme cicilan utang sesuai hukum.



E. Kerangka Konseptual
Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam menyusun ini
juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang dimaksud tersebut
ialah:
1. Analisis Hukum
Analisis hukum adalah proses untuk memeriksa dan memahami suatu
masalah hukum dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada dengan aturan
hukum yang berlaku, untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi yang tepat.
2. Mekanisme cicilan utang
Mekanisme cicilan utang adalah proses pembayaran Kembali secara bertahap
dalam jumlah tertentu sesuai perjanjian antara pihak berhutang dan pihak
yang memberikan pinjaman.
3. Layanan Pinjaman Online
Pinjaman Online adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-
meminjam dalam rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech
lending juga dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama yang Berbasis
Teknologi Informasi.®
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-

orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang menyangkut hak dan

kewajiban dalam bidang perdata

® “Financial Technology - P2P Lending,” Otoritas Jasa Keuangan, accessed November
4, 2024, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx.



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No | Nama Peneliti Judul Perbedaan Persamaan Hasil Penelitian
Penelitian
1 Neni Utang Piutang | Penelitian Penelitian |1. Hukum Islam
Hardianti, Online Dalam | neni dkk neni dkk melarang riba,
gharar, dan
wahyu Perspektif membahas dengan maisir dalam
Nugroho,dan | Hukum Islam mengenai penelitian utang piutang
Ida Latifah Dan Hukum utang yang akan online, dengan
focus pada
Jurnal Perdata piutang diteliti oleh keadilan dan
Justitiable dalam peneliti transparansi
Universitas perspektif sama- - Hukumperdata
menekankan
Bojonegoro hukumislam | sama keabsahan
Volume 7. No terfokus kontrak dan
1, Juli (2024) pada perlindungan
hak—hak
Fakultas Pinjaman dalamtransaksi
Hukum Online online dengan
Universitas bantuan
) teknologi.
Bojonegoro . Hukum islam
focus pada
etika,
sedangkan
hukumperdata
menitikberatka
n aspek legal
formal.
2. Ikka Praktik Penelitian Persamaa . Praktik
Rahmadilla Utang ikka ini nyang Reliance
Piutang terdapat Syariah
Skripsi Melalui membahas dalam merupakan
(2022) Aplikasi mengenai penelitia pinjaman




Pinjaman pinjaman n ikka dengan margin
Online . dan 1,5% /hari dan
onlinedalam
Reliance Penulis dendatinggi
Syariah syariah yaitu 2. Tidak sesuai
Dalam dalam membah syariah karena
Tinjauan tinjauan as mengandung
Hukum mengena riba dan biaya
Islam hukumislam i praktik tambahan tidak
pinjaman transparan
online 3. Pengguna
dirugikan oleh
denda
keterlambatan
yang besar
Supiana Analisis Padaskripsi Penelitian | 1. Praktik shopee
Skripsi (2022) | Hukum supiana yang pinjam
mengenakan
Ekonomi membahas dilakukan bunga 10%-
Syariah mengenai oleh 30%dandenda
Tentang Pinjaman supiana mengandung
riba
i melalui i
Praktik dan penulis 2. Tinjauan
Peminjaman aplikasi sama-sama |  Syariah
Uang Dari shopee membahas meskipun
o sesuai Sebagian
inj injam i
ShopeePinjam | PIN mengenai syarat gardh,
Pada Aplikasi Praktik adanya bunga
Shopee pinjaman menjadikannya
praktik riba
online .
yang dilarang
3. Pengguna
terbebani oleh
bunga dan
denda saat

meminjam.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode
penelitian normatif dan yang bersifat deskriptif. “Menurut Soerjono
Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”° Penelitian ini
didasarkan pada penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturyang
relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari kepustakaan. Jenis bahan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis
bahan hukum, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pemerintah, dan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan pinjaman
online dan hukum perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder
semua publikasi yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku
teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta hasil karya ilmiah yang relevan

atau berhubungan dengan penelitian ini.

10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
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c. Bahan Hukum Tersier
diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini
dan kamus hukum, serta internet/web.
3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi
Kepustakaan (Library Research). Melalui penelitian dokumen, vyaitu
mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur
hukum, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik
penelitian. Analisis Kasus: Melalui pencarian dan analisis kasus-kasus terkait
sengketa pinjaman online yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang
diselesaikan melalui pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi.
4. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang terkumpul akan disusun
secara sistematis dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang
relevan serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga akan
menelaah perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian
cicilan utang, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul
dalam perjanjian pinjaman online, khususnya terkait dengan hak dan

kewajiban konsumen.
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H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I

BAB 11

BAB 111

BAB IV

: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian
Pinjaman Online, asas-asas hukum perjanjian, hak
kewajiban para pihak cicilan utang pada pinjaman online.

: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas bagaimana
kesesuaian mekanisme cicilan utang pada layanan pinjaman
online mengenai pengaturan hukun dan prinsip-prinsip
perjanjian menurut KUHPerdata dan membahas tentang
bentuk tuntutan Ganti rugi terhadap penyelenggara layanan
pinjaman online yang tidak sesuai dengan KUHPerdata.

: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan
kesimpulan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi

permasalahan yang ada.
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